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ABSTRAK : - Berdasarkan perkembangan dinamika organisasi pengawas pemilihan 

umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 
Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 
Pemungutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola 
hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum 
dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga perlu 
diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan 
Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU 
No.7 Tahun 2017, Perpres No. 68 Tahun 2018, dan PERBAWASLU No. 1 
Tahun 2021. 
 

  - Beberapa pengaturan yang mendasar yang menjadi poin perubahan 
dalam PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 yaitu mengenai penguatan 
konsep kolektif kolegeal dalam pola hubungan dan tata kerja pengawas 
pemilu mulai dari Bawaslu sampai dengan Pengawas TPS. Salah satu yang 
menjadi poin utama adalah penyesuaian komposisi divisi di Bawaslu 
sampai dengan Panwaslu LN yang dirumuskan dengan 
mempertimbangkan pembagian beban kerja yang dilakukan secara 
proporsional. Di samping itu PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 
memperkuat pengaturan terkait dengan tata kerja dan pola hubungan 
antara Ketua dan Anggota dengan Kesekretariatan sesuai dengan 
tingkatannya, sehingga memperjelas kedudukan kesekretariatan sesuai 
dengan amanat dalam UU No. 7 Tahun 2017. 
 

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2022. 
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 

September 2022. 
 

 


